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Ringkasan 

 
Perkembangan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar di setiap bidang kehidupan, salah 

satunya di bidang ekonomi perbankan. Saat ini perbankan salah satunya Bank BRI dengan anak 

perusahaannya BRI Agro mengeluarkan produk pinjaman untuk nasabahnya yaitu Pinjaman 

Tenang (Pinang). satu satu produk BRI Agro berbasis aplikasi digital ini menggunakan operasi 

android. Pinang dapat digunakan oleh nasabah dengan cara mengajukan permohonan pinjaman 

tanpa agunan secara digital. Permasalahan dalam penelitian ini adalah syarat dan Prosedur 

pengajuan Pinang, hubungan hukum yang timbul dari perjanjian Pinang, upaya penyelesaian jika 

terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. 

 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah, membentuk landasan kebijakan pemerintah 

dan inventarisasi produk ke dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan 

prinsip perjanjian pinjaman. Landasan kebijakan dalam bentuk peraturan sangat 

dibutuhkan berkenaan dengan kendala yang dihadapi oleh para nasabah bank. Nasabah 

bank mengharapkan adanya ketegasan serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan 

perjanjian pinjaman ini, karena selalu berada pada posisi yang lemah yang tidak memiliki 

bargaining position. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach). 

pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan landasan kewenangan 

pemerintah dalam mengatur mengenai perjanjian Pinjaman berbasis Aplikasi Digital 

sebagai Alternatif Pembiayaan bagi Nasabah Bank. Penelitian dilakukan di Kota Bandar 

Lampung. Penelitian ini sejalan dengan rencana strategis penelitian Universitas Lampung 

yaitu pada fokus topik riset (a) aspek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan (b) 

Perlindungan hukum terhadap kegiatan bermasyarakat. Urgensi penelitian ini adalah 

menganalisis isi perjanjian pinjaman dan penerapannya dalam praktik . Selain itu out put 

lain dari penelitian inia dalah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada pertemuan 

ilmiah (seminar internasional ICOFFEES 2022) dan jurnal nasional 

 

Kata Kunci— Teknologi, Pinjaman, Keuangan, Perjanjian. 





 

 

A. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Praktik kegiatan pinjam meminjam yang berlangsung di masyarakat dengan cara bertemunya 

peminjam dengan pemberi pinjaman baik melalui perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. 

Kegiatan pinjam meminjam uang terjadi karena kebutuhan mendesak atau seseorang yang 

membutuhkan dana cepat untuk keperluan lainnya yang jika meminjam di lembaga 

pembiayaan maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang rumit seperti 

pada Perbankan, Pasar modal, atau Perusahaan - Perusahaan Pembiayaan. Sehingga, timbul 

financial technology yang mempermudah syarat pengajuannya yang hanya membutuhkan 

waktu yang singkat serta proses yang sederhana. 

 
Dasar hukum dari kegiatan pinjam meminjam ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum 

Perdata Pasal 1754 yaitu pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabis 

karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ia akan mengembalikan 

sejumlah yang sama dari keadaan yang sama pula. Menurut Bank Indonesia, pinjaman adalah 

akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg 

sama sesuai pinjaman.1 Pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan 

suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain 

kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.2 

 
Adanya perkembangan ekonomi digital yang berkembang pesat, masyarakat terus 

mengembangkan inovasi penyediaan layanan – layanan berbasis teknologi, salah satunya 

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Salah satu transaksi elektronik yang 

berkaitan dengan pinjam meminjam yang berkembang saat ini adalah layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan Financial 

Technology (FinTech) yang selanjutnya disebut Fintech 

 

1 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT Rajagrapindo 2012), ed. 1 cet 2. hlm.280. 
2 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori kepraktik, Jakarta, Gema Insane, 2001, hlm 34. 



 

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Financial Technology (FinTech) 

adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, 

teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, 

stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem 

pembayaran. National Digital Research Center (NRDC), teknologi finansial adalah istilah 

yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut 

berasal dari kata “Financial” dan “Technology” yang mengacu pada inovasi finansial dengan 

sentuhan teknologi modern.3 Konsep dari FinTech tersebut mengadaptasi perkembangan 

teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga 

diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta 

modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di 

Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to 

peer (P2P) lending, serta crowd funding.4 

 
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tahun 2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk 

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan 

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem 

elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula bahwa 

kontrak elektronik dianggap sah apabila: terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh 

subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan kententuan peraturan 

perundang-undangan, terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

 
Dalam penyelenggaraan perekonomian nasional peran perbankan sangat penting sebagai 

jantung perekonomian nasional yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat. Bank selaku badan usaha (lembaga) yang menghimpun dan menyalurkan 

dana dari dan untuk masyarakat diharap dapat mendukung peningkatan taraf hidup 

 

 
 

3 Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology 

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, 
(2017), hlm. 1-2 

4 Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi 

Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Universitas Pelita Harapan Tangerang 



masyarakat.5 Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.6 Jadi, Bank adalah suatu lembaga 

penghimpun dana rakyat yang akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri dengan 

Prosedur tertentu yang sudah diatur tugasnya dalam undang–undang. 

 

 

Tahun 2019, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro) sebagai anak perusahaan Bank 

Rakyat Indonesia, merilis produk layanan dan jasa keuangan digital terbaru yang dikenal 

dengan PINANG (Pinjaman Tenang), yaitu tepat pada tanggal 23 Februari 2019, BRI Agro 

melakukan kegiatan launcing PINANG yang diselenggarakan di Kota Solo, yang dihadiri 

secara langsung oleh Direktur Teknologi dan Informasi Bank BRI Indra Utoyo dan Direktur 

Utama BRI Agro Agus Noorsanto. Menurut Agus Noorsanto (Direktur Utama BRI Agro), 

PINANG adalah produk pinjaman digital BRI AGRO berbasis aplikasi pertama di Indonesia. 

Aplikasi PINANG sudah fully digital dengan sistem digital verification, digital scoring, dan 

digital signature.7 Dengan mengombinasikan teknologi digital, PINANG mempercepat 

proses pengajuan sampai dengan pencairan kurang dari 10 menit, dengan tenor yang fleksibel 

antara 1 sampai 12 bulan. Pengajuan dapat dilakukan tanpa harus ke bank dan tanpa tatap 

muka secara langsung. Platform pinjaman pun dapat di top-up hingga maksimum Rp 20 juta 

dan memiliki bunga yang terendah dibandingkan dengan layanan keuangan digital serupa.8 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang pinjaman online ini. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan syarat dan Prosedur pengajuan Pinang? 

 
2. Apa sajakah hubungan hukum yang timbul dari perjanjian Pinang? 

 
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh salah satu 

pihak? 

 

 

 
 

5 Rony Sautma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito, Bandung, PT. Adi 

Citra Bakti, 1995, hlm. vii. 
6 Kamsir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2. 
7 http://www.bri.co.id/, diakses pada tanggal 30 April 2022, Pukul 11.22 WIB 
8 http://www.bri.co.id/, diakses pada tanggal 30April 2022, Pukul 06.53 WIB. 

http://www.bri.co.id/
http://www.bri.co.id/
http://www.bri.co.id/
http://www.bri.co.id/


C. Tujuan Khusus Penelitian 

 
Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan/target penelitian yaitu 

menganalisa (1) syarat dan Prosedur pengajuan Pinang,   (2) hubungan hukum yang 

timbul dari perjanjian Pinang, dan (3) upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh 

salah satu pihak 

 

D. Urgensi Penelitian 

 
 

Adapun yang menjadi faktor penting dari penelitian ini adalah mengembangkan 

penerapan hukum telematika dan hukum perbankan tentang aplikasi pinjaman online yang 

dikeluarkan oleh perbankan. Selain itu, dengan adanya Partisipasi pemerintah diharapkan 

kebijakan pemerintah dapat diarahkan untuk meningkatkan dan mengatasi masalah- 

masalah dalam pengembangan produk perbankan yang aman. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

1. Syarat – Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 

 
Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus. Syarat 

sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan; 

c. Adanya suatu objek perjanjian; 

d. Suatu sebab yang halal. 

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat umum, 

yaitu: 

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak 

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan atau para pihak. 

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Suatu perjanjian dianggap 

cacat atau dianggap tidak ada apabila: 

1) Mengandung paksaan (dwang), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental. 

2) Mengandung penipuan (bedrog) adalah tindakan jahat yang dilakukan oleh salah satu 

pihak seperti tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi. 

3) Mengandung kekhilafan, kesesatan, atau kekeliruan (dwaling) bahwa salah satu pihak 

memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subjek 

disebut error in persona atau kekeliruan pada orang, terhadap objek disebut error in 

substantia. 

4) Penyalahgunaan keadaan, yang terjadi apabila seseorang tergerak karena keadaan khusus 

untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal 

tersebut, seperti keadaan darurat, ketergantungan, gegabah, keadaan kejiwaan yang tidak 

normal, dan kurang pengalaman.9 

 

 

 

 

 

 
 

9 Subekti, Op.Cit., hlm 135 



b. Kecakapan Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu 

perjanjian adalah: 

1) Orang yang belum dewasa Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum 

mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. 

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang - Undang, dan semua 

orang kepada siapa Undang - Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian 

tertentu. Menurut Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata, seorang perempuan bersuami 

tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa izin dari suaminya. Namun 

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, maka 

ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. 

c. Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp der Overeenskomst) 

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi 

kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, 

prestasi terdiri dari perbuatan positif dan negatif, yang terdiri atas memberikan sesuatu, 

berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 

d. Adanya Causa yang Halal (Geoorloofde Oorzaak) 

Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang, artinya 

suatu sebab (causa) dinyatakan halal apabila isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan 

Undang - Undang, kepentingan umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, Undang- Undang 

tidak mempermasalahkan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang 

diperhatikan oleh Undang - Undang adalah isi dari perjanjian tersebut.10 

 
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Akibat Perjanjian 

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut 

kewajiban dan hak - hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, suatu 

pihak yang memperoleh hak - hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban - kewajiban 

yang merupakan kebalikannya dari hak - hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak 

yang memikul kewajiban - kewajiban juga memperoleh hak - hak yang dianggap sebagai 

kebalikannya kewajiban - kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Pada dasarnya dalam 

suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu: pemberi 

pinjaman (kreditur)  dan penerima pinjaman (debitur).11 

 

 

 

 
 

10 P.N.H. Simanjuntak, Op.Cit., hlm. 334. 
11 Mariam Darus Badrulzaman, Op Cit, hlm 39



 

 

 

B. Perjanjian Pinjam Meminjam 

1. Pengertian Pinjam Meminjam 

Pengertian Pinjam Meminjam diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 

1754, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada 

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabis karena pemakaian 

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama 

dari keadaan yang sama pula. Berdasarkan definisi tersebut, maka orang yang menerima 

pinjaman menjadi pemilik mutlak atas barang pinjaman itu. Oleh karena itu, apabila barang 

itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri. 

 
Pasal 1764 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa dalam hal debitur 

tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan barang yang tidak sama jenis 

dan kualitasnya maka peminjam diperbolehkan membayar harga barang yang dipinjamnya. 

Pasal ini disamping mengatur masalah resiko, juga mengatur tentang kesulitan yang dihadapi 

debitur dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan barang. Dalam hal debitur kesulitan 

mengembalikan barang karena overmacht, maka peminjam diperbolehkan mengganti harga 

barang. Peminjam disini tidak harus mengembalikan barang yang sejenis dan keadaan yang 

sama, sehingga peminjam terhindar dari kemutlakkan mengembalikan 

barang yang sejenis dan kualitas yang sama.12 

 
 

2. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, bahwa objek 

perjanjian pinjam meminjam adalah barang-barang yang habis karena pemakaian atau barang 

- barang yang dapat diganti dengan jenis dan keadaan yang sama, oleh karena itu objek 

perjanjian pinjam meminjam itu tidak dapat berupa: 

 
a. Barang - barang yang tidak bergerak karena tidak ada barang yang tidak 

bergerak habis karena pemakaian. 

 
b. Barang - barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis dan kualitas 

yang sama. 

 

 

12 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 399 



3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 

Dalam perjajian pinjam meminjam uang atau barang, yang meminjamkan berhak atas 

pengembalian barang atau uang. Di samping itu pula pemberi pinjaman berhak menuntut 

kembali objek yang dipinjamkannya, sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan. Dalam 

hal perjanjian tersebut tidak ditentukan tentang batas waktunya, maka bagi peminjam untuk 

waktu pengembalian objek tersebut, dengan mengingat keadaan dan memberi kelonggaran si 

peminjam berdasarkan putusan hakim. Hal ini diatur di dalam Pasal 1760 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata bahwa dalam hal tidak ditetapkan waktu, maka Hakim berkuasa 

memberi kelonggaran kepada peminjam, apabila pemberi pinjaman menuntut pengembalian 

pinjamannya.13 

 
Disamping itu juga, dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, kewajiban dari pihak yang 

meminjamkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1762 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

bahwa apabila barang yang dipinjamkan tersebut mengandung cacat yang dapat merugikan 

pihak si peminjam, maka apabila peminjam tersebut mengetahui cacat tersebut, akan tetapi 

tidak memberitahukan kepada si pemakai, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita si 

peminjam akibat penggunaan barang tersebut. Namun apabila cacat tersebut telah 

diberitahukan oleh yang meminjamkan kepada si peminjam, makai pihak yang meminjamkan 

bebas dari tanggung jawab jika dalam pemakaian barang tersebut menimbulkan kerugian. 

Rasio dari pembebasan tanggungjawab ini adalah dengan diberitahukannya tentang adanya 

cacat pada barang oleh si pemberi pinjaman dan peminjam tetap menerima risiko akibat cacat 

barang itu. 

 
Hak peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu berhak atas barang yang menjadi 

objek dalam perjanjian serta ia bebas menggunakan barang tersebut menurut kehendaknya. 

Adapun kewajiban dari peminjam tersebut adalah mengembalikan barang atau uang yang 

dipinjamnya menurut waktu yang telah diperjanjikan dengan jenis dan kualitas yang sama. 

 
Dalam hal peminjam tidak dapat mengembalikan barang yang sejenis dan kualitas yang sama 

karena barang tersebut sudah tidak terdapat lagi, makai peminjam diperbolehkan membayar 

dari harga barang yang dipinjam dengan memperhatikan waktu dan tempat dimana barang 

menurut persetujuan akan dikembalikan. Dalam hal tempat dan waktu tidak ditetapkan, maka 

harga barang harus diambil pada waktu dan tempat dimana perjanjian itu terjadi.14 

 

 
 

13 R. Subekti, Op. Cit, hlm 6. 
14 Pasal 1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 



C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan 

1. Pengertian Perbankan 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Perbankan, yang selanjutnya disebut sebagai 

Undang - Undang Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Menurut para ahli, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjadi 

tempat bagi orang perseorangan, badan - badan usaha swasta, badan - badan usaha milik 

negara, bahkan lembaga - lembaga pemerintahan yang menyimpan dana - dana yang 

dimilikinya.15 

 
2. Dasar Hukum Perbankan 

Dapat diartikan sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan. Jadi, ketentuan hukum dan 

perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan 

perbankan yang sedang berlaku saat ini. Ketentuan mengenai perbankan secara umum, diatur 

dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang -  Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

 
3. Produk - Produk Perbankan 

Macam - macam produk-produk perbankan, yaitu: 

a. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

b. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan 

pemindahbukuan. 

c. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 

d. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga.16 

 

 
 

15 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012, hlm. 7. 
16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 



D. Layanan Pinjam Meminjam Online Berbasis Aplikasi 

Dasar hukum dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Peraturan OJK tersebut, 

pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah 

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan 

penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang 

rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. 

 
Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis 

aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi 

Finansial (Fintech) kategori jasa keuangan/finansial lainnya. Badan hukum Penyelenggara 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat berbentuk perseroan 

terbatas dan koperasi. Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi meliputi: 

1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan 

2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan membahas terkait 

pelaksanaan dari perjanjian pinjaman online berbasis aplikasi yaitu pinjaman tenang 

(PINANG) yang diselenggarakan oleh Bank BRI Agroniaga sebagai produk perbankan 

elektronik, apa syarat dan Prosedur pengajuan pinjaman tenang (PINANG), apakah 

hubungan hukum yang timbul karena perjanjian tersebut, apakah upaya hukum yang 

dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. 

B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum 

deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam masyarakat.17 

 
C. Pendekatan Masalah 

Sesuai dengan spesifikasi hukum tertulis yang menjadi fokus kajian hukum normatif, maka 

dapat diidentifikasi pula pendekatan masalahnya. Apabila objek kajian fokus pada substansi 

hukum, maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum 

(approach of legal content analysis). Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of legal content analysis). 

Berdasarkan hal tersebut, maka langkah yang ditempuh yaitu penjelajahan hukum (legal 

exploration), tinjauan hukum (legal review), analisis hukum (legal analysis). 

 
D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

 
 

1. Data Primer 

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) 

 

17 Ibid.,hlm. 50. 



atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak - pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, 

dokumen hukum, putusan hakim); 

 
2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.18 

Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara umum (perundang - undangan) atau mempunyai kekuatan 

mengikat bagi pihak yang berkepentingan.19 meliputi: 

1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3473) tentang Perubahan atas Undang - Undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 (TambahanLembaran Negara Nomor 

3790) tentang Perbankan; 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4843) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tahun 2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; 

5) Perjanjian di aplikasi pinjaman tenang (PINANG). 

b. Bahan hukum sekunder (secondary law material), yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmu 

hukum yang terkait dengan perjanjian kredit secara elektronik, bentuk dari perjanjian 

kredit secara elektronik, penelusuran e-book dan jurnal, dan bahan hukum sekunder lain 

yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi. 

c. Bahan hukum tersier (tertiary law material), yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus 

hukum. 

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 
 

18Ibid., hlm. 82. 
19 Ibid. 



dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkandalam penelitian 

hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur 

yang berkaitan dengan layanan perbankan elektronik, khususnya mengenai perjanjian kredit 

secara elektronikyang akan dibahas.20 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.21 

3. Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung, yaitu 

wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti22 

 
F. Metode Pengolahan Data 

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data (Editing) merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui 

studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak 

berlebihan, dan tanpa kesalahan sesuai dengan perjanjian pinjaman online di aplikasi. 

2. Penandaan Data (Coding) 

Penandaan data (Coding) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik 

berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan 

untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data sesuai 

dengan pembahasan mengenai perjanjian online berbasis aplikasi. 

3. Penyusunan atau Sistematika Data (Constructing/ Systemizing) 

Penyusunan atau sistematika data (Constructing/Systemizing) merupakan kegiatan 

menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang 

berisi angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengelompokkan 

berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif23 

 
G. Analisis Data 

 

 

 

20 Ibid. hlm. 81. 
21Ibid. hlm. 83. 

22 Ibid. hlm. 86. 
23 Ibid. hlm. 91. 



Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara 

menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh24 

 

 
H. Tahap Penelitian 

 
Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan Input, Proses dan indikator 

capaian digambarkan dalam bagan alir berikut ini: 

 
A. Tahap Penelitian 

 
Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan Input, Proses dan indikator 

capaian digambarkan dalam bagan alir berikut ini: 

 
 

Tahapan Kegiatan Indikator 
 

 

 

Tahap I 

Menginventarisir dan 

mengidentifikasi peraturan 

hukum nasioanl tentang 

Pinjaman berbasis aplikasi 

Inventarisasi peraturan 

hukum nasional tentang 

Pinjaman berbasis aplikasi 

Identifikasi peraturan 

hukum nasional tentang 

Pinjaman berbasis aplikasi 

 
Terinventarisir dan 

teridentifikasi peraturan 

hukum nasional tentang 

Pinjaman berbasis aplikasi 

 

 

 

 

Tahap II 

Pemetaan dan Analisis 

peraturan Hukum Nasioanal 

tentang Pinjaman berbasis 

aplikasi 

Tahap II 

Pemetaan dan Analisis 

peraturan Hukum Nasioanal 

tentang Pinjaman berbasis 

aplikasi 

Hasil :Sudah ada peraturan 

hukum nasional yang mengatur 

tentang Pinjaman berbasis 

aplikasi namun 

Penerapan Sistem masih belum 

baik 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

24 Ibid. hlm. 92.

Hasil Akhir : 

Perlu direvisi Peraturan Hukum 

Nasional Pinjaman berbasis 

aplikasi 

 
Indikator Capaian 



 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

I. Prosedur dan Syarat Pengajuan Pinjaman Tenang (PINANG) Pada Bank BRI 

Agroniaga 

Bank BRI Agro menawarkan Pinjaman online berbasis aplikasi digital yang berjalan dalam 

sistem operasi android yang disebut Pinjaman Tenang (Pinang), nasabah dapat mengajukan 

permohonan pinjaman tanpa agunan dimana saja dan kapan saja dengan aplikasi tersebut 

secara digital. nasabah dapat mengajukan pinjaman baik yang bersifat konsumtif maupun 

produktif melalui payroll dalam Aplikasi Pinjaman Online Pinang di BRI maupun di BRI 

Agro untuk terpenuhinya kebutuhan hidup nasabah. 

 

Nasabah dapat merasa tenang jika meminjam di Pinang karena pinjaman ini mempunyai 

kelebihan-kelebihan yaitu nasabah tidak perlu datang ke Bank, tidak ada biaya administrasi 

bulanan, rendahnya bunga yang hanya sekitar 1,24 perbulannya, pendeknya jangka waktu 

yang hanya 1 – 12 bulan, proses pencairannya yang cepat, serta yang terpenting pinjaman 

tenang ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetapi dibalik 

beberapa kelebihan diatas Pengajuan pinjaman di Pinang belum tentu semua akan disetujui. 

Terdapat beberapa syarat dasar dalam persetujuan pinjaman yaitu pada hasil pre-screening25 

dan credit scoring26 dan scoring sendiri masih mendasarkan yaitu: kelengkapan data diri serta 

kebenaran data diri, BI Checking, jangka waktu penggunaan nomor seluler, media sosial, dan 

lain sebagainya. 

1. Syarat-Syarat Pengajuan Pinjaman Tenang (Pinang) 

 

Calon debitur harus memenuhi beberaoa syarat dalam pemberian pinjaman terdapat beberapa 

standar dalam pemberian pinjaman menurut bank. Calon debitur harus memenuhi syarat - 

 

25 Pre-screening adalah suatu tindakan atau proses evaluasi awal sebelum proses analisa lebih lanjut 

dilakukan. 
26 Credit Risk Scorring adalah sistem yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang layak untuk 

mendapatkan pinjaman atau tidak, atau apakah seseorang layak untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan 

platform yang diinginkan. 



syarat diantaranya: 

 

a. Harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) 

 

b. Calon debitur harus memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) elektronik 

 

c. Adanya penghasilan tetap sebagai PNS, BUMN, karyawan tetap swasta, maupun setidak 

tidaknya calon debitur memiliki penghasilan rutin sebagai pekerja dengan pemasukan di 

atas 1 juta rupiah perbulannya. 

d. Harus memiliki fasilitas payroll di BRI Agro atau BRI. 

 

e. Saat mengajukan pinjaman calin debitur minimal berusia 21 tahun dan maksimal 54 

tahun. 

f. bukan termasuk nasabah dalam Daftar Hitam Bank Indonesia darn iDeb menunjukkan 

kolektibilitas di BRI Agro maupun di Bank lain lancar. 

Sebelum mengisi formulir calon debitur juga harus menyiapkan dokumen dokumen 

pengajuan pinjaman pada aplikasi Pinang. Dokumen yang dipersiapkan diantaranya: 

a. rekening gaji di BRI atau BRI Agro 

 

b. Kartu ATM gaji di BRI atau BRI Agro 

 

c. Kartu Tanda Pengenal (KTP) elektronik 

 

d. Bukti Pemasukan di atas 1 juta rupiah 

 

e. KTP pasangan. Jika calon debitur sudah menikah. 

 

Apabila calon debitur sudah merasa memenuhi persyaratan dan dokumen lengkap calon 

debitur diwajibkan untuk mengisi formulir di aplikasi Pinang. 

Kelebihan pinjaman tenang ini pula adalah pinjaman ini sudah dimutakhirkan dengan lebih 

mudah dan lebih praktis dibandingkan dengan pinjaman secara langsung dan sudah sesuai 

dengan standar Bank Indonesia (BI). Adapun alasan dari setiap syarat yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Calon debitur haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) karena memiliki tanda pengenal 

elektronik sangatlah penting untuk mempermudah bank dalam mengawasi pengembalian 



pinjaman. Melalui E-KTP pula bank dapat mengetahui kecapakan hukum calon debitur 

dalam peminjaman. 

b. Syarat yang diajukan bank kepada calon debitur yaitu memiliki penghasilan tetap atau 

setidak-tidaknya diatas satu juta rupiah adalah agar bank dapat meminimalisir adanya 

kredit macet. 

c.  Serta alasan calon debitur memiliki payroll di BRI Agro atau BRI untuk membuat bank 

lebih percaya dan menyederhanakan proses pinjaman. 

 

Pinjaman Tenang juga mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata yang memuat beberapa syarat 

agar sahnya perjanjian dapat diakui, diantaranya: 

a. Telah sepakat mengikatkan dirinya. 

 

Dengan cara mengklik terima pada aplikasi Pinang peminjam telah dianggap sepakat 

Kecakapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu orang yang sudah 

dinilai dewasa yaitu berumur minimal berusia 21 tahun dan maksimal 54 tahun atau sudah 

menikah untuk membuat suatu perikatan dan telah membaca serta memahami syarat dan 

Prosedur di aplikasi Pinang. Dalam syarat pinjaman aplikasi PINANG disebutkan bahwa 

peminjam harus memiliki E-KTP. Syarat ini membuktikan bahwa seseorang dinyatakan 

cakap dan dewasa untuk membuat suatu perikatan. 

 
 

b. Adanya objek perjanjian 

 

Prestasi atau adanya objek perjanjian telah diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata Prestasi 

didalam pasal tersebur terdiri bahwa atas memberikan, berbuat, dan tidak berbuat sesuatu. 

Dalam hal ini, prestasi atau objeknya yaitu uang pinjaman yang akan atau telah dipinjamkan 

oleh BRI Agro melalui aplikasi Pinang yang diberikan oleh peminjam. 

c. Suatu sebab yang halal 



Pengajuan Pinjaman 

melalui Aplikasi Pinang 

Verifikasi Berkas melalui 

Aplikasi Pinang 
Pencairan Dana dari 

Pinang 

Login ke Aplikasi 

Pinang 

Mengunduh 

Aplikasi Pinang 

Pembayaran 

Pinang 

Causa terlarang yang bertentangan dengan Undang – Undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan yang telah diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata. 

Tidak hanya itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur dalamNomor 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

pada Pasal 15 Ayat 1 yang berbunyi “Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Ayat 2 yang berbunyi “Penerima 

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari: orang perseorangan Warga 

Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia.” syarat yang ditentukan di dalam 

Pinang yaitu peminjam harus Warga Negara Indonesia (WNI) telah memenuhi Pasal 15 Ayat 

1 dan 2 ini. 

 
 

2. Prosedur Pemberian Pinjaman Tenang (Pinang) 

 

Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam Prosedur pemberian pinjaman tenang yaitu 

mengunduh aplikasi Pinang, kemudian Login ke aplikasi Pinang, kemudian pengajuan 

pinjaman melalui aplikasi Pinang, kemudian verifikasi berkas melalui aplikasi Pinang, 

kemudian pencairan dana dari Pinang, serta tahap terhadir adalah pembayaran Pinang. 

Berikut ilustrasi dalam bentuk bagan: 

 

 

 

 

 
a. Mengunduh Aplikasi Pinang 

 

calon debitur mengunduh aplikasi Pinang melalui playstore di handphone yang berbasis 

sistem android dengan mencari kata ‘Pinang’ kemudian mengunduhnya. 



b. Login ke Aplikasi Pinang 

 

Calon debitur memasukan nomor telepon di aplikasi Pinang yang telah selesai di unduh 

kemudian menekan kotak yang akan menjadi tanda centang untuk menyetujui syarat dan 

ketentuan, setelah itu calon debitur mendaftarkan dirinya untuk membuat akun Pinang dengan 

cara menekan tulisan daftar. Jika sudah selesai mendaftar nantinya menu untuk membuat PIN 

akan keluar dan PIN yang dibuat oleh calon debitur hanya akan diketahui oleh calon debitur, 

Jika calon debitur telah selesai membuat PIN maka akan ada pesan yang diterima oleh calon 

debitur ke nomor telepon yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah akun calon debitur telah 

terbuat, maka akan muncul halaman pengajuan di aplikasi Pinang. 

 
 

c. Pengajuan Pinjaman melalui Aplikasi Pinang 

 

Akan ada tombol yang bertuliskan ‘Ajukan Pinjaman Baru’ yang harus ditekan oleh calon 

debitur, setelah calon debitur menekan tulisan ‘Ajukan Pinjaman Baru’ maka selanjutnya 

calon debitur ditampilan perkiraan pinjaman yang akan dipinjam dan cicilan yang harus 

dibayar. Setelah memilih jumlah pinjaman dan cicilan maka calon debitur mengisi formulir 

dengan syarat dokumen - dokumen yang telah disetujui sebelumnya yaitu E – KTP, kartu atm 

gaji di BRI atau BRI Agro, dan E – KTP pasangan jika calon debitur sudah menikah. 

 

Adapun cara calon debitur mengisi formulir untuk mengajukan pinjaman melalui aplikasi 

Pinang, yaitu: 

1) Calon debitur harus memverifikasi rekening gaji dengan cara mengisi nomor yang tertera 

di E – KTP, nomor kartu ATM rekening gaji, dan tanggal kadaluarsa kartu ATM. 

2) Calon debitur harus menekan kolom yang bertuliskan “Gunakan Foto” dan memasukan E 

 

– KTP asli milik calon debitur. 

 

3) Calon debitur mengisi formulir informasi data diri. Dan memastikan semua informasi 

telah diisi atau data diri sudah sesuai dan benar adanya sebelum menekan kolom 

bertuliskan “Simpan”. 



4) Calon debitur mengisi informasi keluarga. Dan memastikan semua informasi telah diisi 

dan data keluarga yang dimasukkan sudah sesuai dan benar adanya sebelum menekan 

kolom bertuliskan “Simpan”. 

5) Tahap terakhir, jika semua data diri dan dana keluarga tekah diisi dengan sesuai dan 

benar maka calon debitur harus menyatakan bahwa data yang calon debitur isi dalam 

formulir ini adalah benar adanya kemudian calon debitur menekan tanda cetang (tick- 

box) sebelum menekan kolom bertuliskan “Kirim”. 

6) Kemudian data pengajuan calon debitur akan terkirim dan hanya tinggal menunggu hasil 

putusan dari pengajuan calon debitur. 

 
 

d. Verifikasi Berkas melalui Aplikasi Pinang 

 

Pengajuan pinjaman yang telah diajukan oleh calon debitur di aplikasi Pinang akan diterima 

oleh Bank BRI Agro. Kemudian berdasarkan penilaian Credit Risk Scorring27 Bank akan 

memberikan keputusan dalam besaran pinjaman yang akan diberikan dan merupakan 

kewenangan mutlak dari Bank. Credit Risk Scorring sendiri adalah rangkaian penelitian data 

untuk menilai diri nasabah atau calon debitur, antara lain adalah jangka waktu nomor telepon 

yang digunakan oleh calon debitur, E – KTP, analisa social media, serta pekerjaan dan ada 

atau tidaknya kepemilikan kredit macet di bank lain. Kemudian persetujuan pengajuan 

pinjaman berdasarkan hasil dari Credit Risk Scorring akan diinformasikan kepada nasabah 

atau calon debitur melalui aplikasi Pinang berdasarkan. Apabila data yang diisi oleh calon 

debitur telah memenuhi yang diperlukan dan tidak terdapat kendala teknis, maka proses ini 

dari awal sampai disetujui atau tidaknya pengajuan pinjaman hanya sekitar 15 sampai 30 

menit. 

 

 

 

 

 

 

27 Credit Risk Scorring adalah sistem yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang layak untuk 

mendapatkan pinjaman atau tidak, atau apakah seseorang layak untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan 

platform yang diinginkan. 



e. Pencairan Pinjaman Dana dari Pinang 

 

Pengajuan pinjaman ada yang bisa saja ditolak atau disetujui. Alasan diitolaknya pengajuan 

pinjaman yaitu: 

1) Calon debitur merupakan Warga Negara Asing (WNA); 

 

2) Calon debitur tidak memiliki KTP yang terdaftar di Direktorat Jendreral Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil (Dukcapil); 

3) Tidak tercukupinya atau telah lewat usia sebagaimana persyaratan pengajuan pinjaman 

yang tertera; 

4)  Calon debitur masuk kedaftar hitam atau kredit macet di Bank lain sehingga hasil credit 

scorring tidak mencukupi; 

Apabila pengajuan pinjaman disetujui maka tahapan selanjutnya adfalah dengan menekan 

tombol yang bertuliskan “Terima Penawaran dan Cairkan”, kemudian calon debitur akan 

diarahkan untuk melakukan tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu: 

1) Rekening Pencairan Uang Pinjaman 

 

Calon debitur memberi konfirmasi rekening gaji yang digunakan dengan menekan kolom 

yang bertuliskan “Saya Mengerti”. Dengan begitu, nantinya cicilan pinjaman akan otomatis 

ditarik dari rekening gaji di tanggal pembayaran payroll melalui mekanisme otomatis debit. 

2) Pembuatan Digital Signature 

 

Calon debitur mengambil foto diri yang akan diunggah. Setelahnya calon diatur diarahkan 

untuk membaca Syarat dan Ketentuan Pembuatan Digital Signature, kemudian menekan 

kolom yang bertuliskan “Saya Setuju”. Jika telah menekan kolom yang bertuliskan “Saya 

Setuju” Calon debitur dinilai dengan sadar telah menyetujui dan mengikuti syarat dan 

ketentuan pembuatan Digital Signature yang telah ditentukan oleh bank dengan. 

 
 

3) Persetujuan Dokumen Pinjaman 

a) Calon debitur menekan kolom yang bertuliskan “baca dokumen” pada Dokumen 

Syarat dan Ketentuan Fasilitas Pinjaman Tunai Pinang; 



b) Calon debitur diarahkan untuk membaca dokumen hingga akhir kemudian menekan 

kolom yang bertuliskan “Saya Telah Membaca Dokumen“; 

c) Calon debitur menekan kolom yang bertuliskan “baca dokumen” pada Dokumen 

Permohonan Fasilitas Pinjaman Tunai Pinang; 

d) Calon debitur diarahkan untuk membaca dokumen hingga akhir kemudian menekan 

kolom yang bertuliskan “Saya Telah Membaca Dokumen”; 

e) Calon debitur menekan kolom yang bertuliskan “baca dokumen” pada Perjanjian 

Elektronik Pemberian Fasilitas Pinjaman Tunai Pinang. 

f) Baca dokumen hingga akhir kemudian menekan kolom yang bertuliskan “Saya Telah 

Membaca Dokumen”; 

g) Kemudian calon debitur menekan kolom yang bertuliskan “Setujui Dokumen”, calon 

debitur diarahkan untuk memastikan sudah membaca dan menyetujuui semua 

dokumen. 

h) Calon debitur memasukkan kode 

 

i) Terdapat kode pengganti tanda tangan yang telah dibuat yang harus dimasukkan oleh 

calon debitur lalu calon debitur menekan kolom yang bertuliskan “Cairkan Uang 

Pinjaman”. 

j) Calon debitur telah berhasil mencairkan uang di rekening yang sudah dimasukkan; 

 

k) Lalu akan calon debitur akan diarahkan untuk melihat rekening pencairan pada menu 

“Rekening Pencairan”. 

 
 

f. Tahapan Pembayaran Pinang 

 

Pada tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya pembayaran angsuran Pinang nasabah 

akan dilakukan secara autodebit atau secara otomatis kedalam rekening gaji milik nasabah 

yang telah berhasil terdaftar pada aplikasi online pinjaman Pinan. Berdasarkan hal tersebut, 

nasabah memberikan kuasa persetujuan kepada pihak bank untuk melakukan autodebit 

kepada rekening gaji milik nasabah yang telah terdaftar didalam aplikasi Pinang sebesar 



cicilan yang harus dibayarkan tiap bulan sampai pinjaman selesai. 

 
 

Akan dikenakan bunga 1,24% kepada nasabah yang pada saat jatuh tempo tidak 

membayarkan dana yang sesuai pembayaran angsuran yang telah disepakati perbulannya. 

Nasabah akan mendapatkan dampak negative pada kolektibilitas kredit nasabah apabila 

terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman Pinang serta keterlambatan jugaa akan 

mempengeruhi kepada pengajuan fasilitas kredit yang sedang dan/atau akan diajukan oleh 

nasabah baik pada bank maupun lembaga jasa keuangan lainnya. 

 
 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 19 Ayat 3 bahwa 

“Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas 

penggunaan dananya.” Prosedur dari Pinang ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Akses informasi dinilai menjadi aspek yang sangat penting dalam memberikan pinjaman ini, 

Jika sewaktu-waktu terjadinya perubahan – perubahan syarat dan prosedur maka Pinang 

menyediakan informasi dan akan menginfrormasikan kembali serta apabila sudah waktu 

pembayaran atau cicilan pinjaman Pinang mempunyai pengingat didalam aplikasinya. Pada 

Pinang dokumen elektronik bisa dibaca dan disetujui oleh penerima pinjaman pada saat 

pinjaman sudah disetujui oleh BRI Agro sebagai pemberi pinjaman hal tersebut sebagaimana 

yang telah diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 bahwa “Perjanjian pemberian pinjaman antara 

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik”. 

 

B. Hubungan Hukum Para Pihak 

 

Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan dianggap menguntungkan dan sangat 

penting bagi masyarakat mengingat kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman 

kepada bank. Tetapi bank tidak serta merta memberikan kepada semua calon debitur yang 

akan mengajukan pinjaman, bank akan menawarkan sebuah perjanjian yang harus disepakati. 

Perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian pinjaman antara calon debitur dengan bank 



yang nantinya akan tertulis secara elektronik. Calon debitur yang akan mengajukan pinjaman 

ke bank harus menerima ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dan diberlakukan oleh 

Bank BRI Agro dalam perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman harus di tandatangai oleh 

calon debitur yang diartikan bahwa calon debitur telah menyetujui ketentuan dan persyaratan 

yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka lahirlah perjanjian 

pinjaman antara nasabah dan pihak bank yang menimbulkan hubungan hukum antara 

nasabah debitur dan pihak bank sebagai pihak kreditur. 

a) Hak dan Kewajiban Bank BRI Agro sebagai Kreditur 

 

b) Hak Bank BRI Agro sebagai Kreditur 

 

 

Hak Bank sebagai pihak kreditur yaitu: 

 

1) Syarat dan ketentuan yang ditetapkan Bank dalam perjanjian dapat sewaktu – waktu 

berubah atau ditambah dengan melakukan pemberitahuan atas perubahan yang dimaksud 

kepada nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

2) Karna satu dan lain hal atau alasan tertentu yang mengharuskan bank membuka informasi 

yang berhubungan dengan nasabah namun tidak terbatas kepada data diri nasabah yang 

telah dididaftarkan oleh nasabah dalam aplikasi Pinang rekening nasabah atau fasilitas 

pinjaman kepada pihak yang diperbolehkan atau   diperintahkan tetapi tetap sesuai dan 

tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia atau 

berdasarkan perintah Pengadilan Bank dan Pejabat atau Perwakilannya dapat juga 

membuka informasi kepada dan/atau untuk kepentingan seperti : 

a) Pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Bank guna melaksanakan underwriting 

 

atas permohonan pengajuan fasilitas pinjaman Pinang melalui aplikasi online Pinang. 

 

b) Pihak - pihak atau semua pihak yang bertujuan untuk melaksanakan atau melindungi 

hak serta kepentingan Bank sehubungan dengan Pinang. 

c) Setiap pihak yang berhubungan dengan proses keadaan tidak mampu membayar 

(termasuk kepailitan) yang berhubungan dengan nasabah. 



d) Penegak hukum atau Instansi pemerintahan atau yang berwenang apabila dibutuhkan 

atau mendapat perintah sehubungan dengan Pinang. 

e) Pihak penyedia jasa yang telah ditunjuk dan/atau telah berkerjasama dengan Bank yang 

berhubungan dengan penagihan, penagihan dan pembayaran Pinang serta pengelolaan 

data. 

f) Semua pihak yang berhubungan dengan adanya pengalihan yang telah ditawarkan, 

pengalihan termasuk setiap pengalihan atau pemindahan atas setiap hak tau kewajiban 

Bank, setiap partisipasi, pengalihan kredit atau resiko lain (keseluruhan atau sebagian) 

dalam bentuk apapun, dan masuk dalam hubungan kontraktual lain sehubungan dengan 

Pinang. 

3) Karna satu dan lain hal, alasan tertentu atau alasan mendesak yang mengharuskan 

dilakukan, Bank berhak mengungkapkan informasi data pribadi, transaksi serta status 

kolektibilitas nasabah kepada bank atau lembaga keuangan lain yang menyediakan fasilitas 

kredit tanpa agunan, pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia 

kepada biro kredit termasuk pada bank atau pihak lain yang bertujuan untuk melaksanakan 

atau melindungi hak atau kepentingan bank sehubungan dengan Pinang dan pengelola 

data. 

4) Karna satu dan lain hal, alasan tertentu atau alasan mendesak yang mengharuskan 

dilakukan, Bank berhak untuk memindahbukukan, menggunakan dan/atau mendebet dana 

yang terdapat dalam rekening-rekening atas nama nasabah jika rekening tersebut ada pada 

bank maupun Grup Usaha Bank, untuk pelunasan suatu tagihan pinjaman Pinang yang 

telah jatuh tempo. 

5) Karna satu dan lain hal, alasan tertentu atau alasan mendesak yang mengharuskan 

dilakukan, Bank berhak mengalihkan kepada pihak ketiga manapun, semua hak bank yang 

berkaitan dengan tagihan atas fasilitas pinjaman Pinang dengan menyampaikan 

pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada nasabah. 



6) Karna satu dan lain hal, alasan tertentu atau alasan mendesak yang mengharuskan 

dilakukan, Bank dapat membekukan sementara pagu pinjaman atas fasilitas pinjaman 

Pinang yang diterima oleh nasabah dan/atau mengakhiri hak nasabah untuk menggunakan 

fasilitas pinjaman setiap waktu apabila nasabah belum menyelesaikan semua jumlah yang 

terhutang pembekuan sementara atau pengakhiran hak oleh bank. 

 
 

a.   Kewajiban Bank BRI Agro sebagai Kreditur 

 

1) Pemberitahuan perubahan atau tambahan fasilitas pada aplikasi pinjaman Pinang wajib 

disampaikan kepada nasabah oleh Bank, pemberitahuan dapat melalui aplikasi ataupun 

cara lainnya selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektifnya 

perubahan dimaksud berlaku. 

2) Laporan mengenai fasilitas pinjaman atau pembiayaan pada Sistem Informasi Debitur 

Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada nasabah jika terdapat lebih dari 1 (satu) fasilitas 

pinjaman atau pembiayaan bank, maka status kolektibilitas yang dilaporkan akan 

mengacu pada kualitas kredit terendah. 

2. Hak dan Kewajiban Nasabah Sebagai Debitur 

 

a. Hak Nasabah Sebagai Debitur 

 

1) Sejumlah uang pinjaman berhak didapatkan oleh nasabah dari Bank dengan waktu yang 

telah disepakati dalam perjanjian. 

2) Nasabah berhak atas fasilitas pinjaman berupa tunai atau non tunai selagi tidak melebihi 

limit pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan 

serendah-rendahnya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). 

 
 

b. Kewajiban Nasabah Sebagai Debitur 

1) Terdapat jumlah tagihan yang telah disepakati yang wajib nasabah bayar kembali angsuran 

atas pinjaman yang diberikan oleh Bank sampai seluruh angsuran nasabah lunas dengan 

jangka waktu yang ditentukan. 



2) Nasabah wajib menyanggupi jika telah mengikatkan dirinya untuk mendapatkan fasilitas 

pinjaman dari bank. 

3) Nasabah harus menerima denda sebesar 1.24% perbulannya jika tanggal sudah jatuh tempo 

tetapi nasabah tidak menyiapkan dana yang cukup untuk melakukan pembayaran angsuran. 

 
 

Hak dan kewajiban Nasabah serta bank yang telah tertera diatas telah memenuhi aturan Pasal 

1793 KUH Perdata. Dan telah memenuhi buku ke III bab XIII KUHPerdata Pasal 1754 KUH 

mengenai perjanjian pinjam – meminjam. Perjanjian pinjaman elektronik yang dilakukan oleh 

aplikasi pinang juga telah terikat oleh Undang-Undang setelah terjadinya kesepakatan antara 

pihak debitur dan bank tanpa adanya tawar-menawar sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. 

Bank berhak tiak menyetujui atau menolah permohonan pinjaman yang diajukan debitur 

apabila dalam perjanjian pinjaman terdapat klausul yang tidak disepakati atau dipenuhi oleh 

debitur. 

 
 

Kredit macet seringkali terjadi akibat debitur tidak sanggup membayar dan hal tersebut dapat 

menyebabkan kerugian bagi Bank, maka dari itu bank harus memperhatikan manjemen resiko 

dan aspek kehati-hatian untuk tetap menjaga stabilitas moneter sesuai dengan Pasal 2 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi 

finansial. Oleh karena itu, bank memberikan syarat permohonan pinjaman online Pinang 

Bank BRI Agro yang mewajibkan debitur mempunyai penghasilan yang tetap serta memiliki 

rekening gaji di Bank BRI atau BRI Agro sehingga langsung di potong gajinya (payroll). 

 

C. Upaya Penyelesaian Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi 

 

Permasalahan seringkali atau bisa saja timbul dalam bentuk apapun, tidak terkecuali saat 

pelaksanaan perjanjian pinjaman tenang (Pinang) yang disebabkan oleh satu pihak yang 

melanggar apa yang telah disepakati dalam klausula surat perjanjian yang dibuat oleh pihak 

Bank BRI Agro yang disetujui oleh nasabah. 



Oleh karena itu bank dan nasabah dalam perjanjian sepakat dalam upaya penyelesaiannya 

dengan cara pengaduan oleh nasabah secara tertulis dilengkapi dengan dokumen pendukung 

dan diproses selambat – lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja tetapi opsi musyawarah juga 

dapat ditempuh sesuai dengan isi klausa perjanjian kedua belah pihak. Penyelesaian melalui 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta atau pengadilan lain yang relevan pada Unit 

Kerja Bank dimana Fasilitas Pinjaman Pinang diberikan telah disepakati apabila tidak terjadi 

penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya 

musyawarah. 

 

Peneguran harus dilakukan oleh salah satu pihak jika terjadi kelalaian. Debitur wajib 

diperingatkan/ditegur oleh pihak bank secara tertulis dalam surat perintah jika tidak dipenuhi 

debitur telah dinyatakan wanprestasi. Dalam Pinang, BRI Agro akan menegur melalui 

aplikasi jika masih dihiraukan akan di datangi oleh pihak ketiga yang mengatasnamakan BRI 

Agro untuk peneguran. 

 
 

1. Upaya Non Litigasi 

 

Upaya yang bertujuan untuk perdamaian dan dilakukan dengan cara musyarwah tanpa 

melibatkan pendekatan hukum secara legal formil. Dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat beberapa alternatif sarana 

penyelesaian yakni dapat melalui: 

a. Negosisasi 

 

Upaya negosiasi dilakukan dengan cara perundingan diluar pengadilan antara kedua pihak 

yang besengketa dan diberikan tawar menawar sebagai bentuk penyelesaian. 

b. Mediasi 

 

Upaya mediasi tidak berbeda jauh dengan upaya negosiasi, yaitu dengan cara musyawarah 

dan perundingan namun pada mediasi dibutuhkan pihak ketiga yang netral. 

c. Konsoliasi 

 

Upaya konsoliasi juga memanfaatkan bantuan pihak ketiga namun yang independen untuk 



bertindak sebagai konsiliator (penengah) dengan menggunakan berbagai Prosedur , teknik 

dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui 

perundingan. Konsiliator memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang bersifat 

anjuran. 

d. Pendapat Ahli 

 

Upaya ini akan meminta pendapat ahli dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran terhadap 

maksud, isi dan pelaksanaan perjanjian. Pendapat ahli tersebut dijadikan acuan untuk 

penyelesaian sengketa. 

e. Arbitrase 

 

Arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 

bersengketa namun tetap diakui oleh undang-undang. 

 
 

2. Upaya Litigasi 

 

Upaya litigasi merupakan upaya terakhir yang ditempuh jika sudah tidak ditemukan cara lain 

dalam penyelesaian permasalahan. Proses yang relatif panjang yang memakan waktu lama 

menjadi salah satu kekurangan upaya litigasi, selain itu biaya yang dikeluarkan mahal dan 

masih terdapat kemungkinan pemeriksaan kembali terhadap putusan yang sudah final melalui 

upaya peninjauan Kembali dan mengacu kepada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif dalam upaya penyelesaian sengketanya. 

 

Upaya litigasi sangat jarang ditemukan dalam pinjaman Pinang, karena maksimum pinjaman 

yang bisa dipinjam yaitu Rp 20 juta. Biaya untuk mengurus perkara ke Pengadilan mungkin 

lebih banyak daripada pinjamannya dan terjadinya wanprestasi sangatlah kecil 

kemungkinannya, karena pembayaran pinjaman tersebut menggunakan sistem payroll.



 

V. PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan: 

 

1. Nasabah diwajibkan melengkapi syarat-syarat yang ditujukan agar prosedur pemberian 

pinjaman online Pinang dapat berjalan dengan baik untuk memperoleh verifikasi yang 

benar dalam tahap Prosedur yang dijaminkan pinjaman oleh payroll yaitu sistem bank 

BRI Agro autodebit langsung dari gaji yang diperoleh nasabah dan meliputi hubungan 

hukum yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

2. hak dan kewajiban antara para pihak menimbulkan Hubungan hukum dari perjanjian 

tersebut, hak dan kewajiban yang dimaksud diantaranya bank berhak merubah syarat 

serta ketentuan umum dan wajih memberikan pemberitahuan perubahana tersebut kepada 

nasabah. Hak dan kewajiban nasabah yaitu nasabah berhak menerima sejumlah uang 

pinjaman dengan waktu yang telah disepakati dan berkewajiban untuk membayar 

kembali secara angsur sesuai dengan perjanjian pinjamannya. 

3. Ada 2 upaya yang akan ditempuh apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu 

upaya non-litigasi yang dilakukan dengan musyawarah dan bertujuan untuk perdamaian 

sedangkan upaya litigasi yaitu upaya yang dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri 

untuk melakukan penyelesaian masalah. 
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